
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 252, 2021 KEMENDESA-PDT. BUM Desa/BUM Desa 

Bersama. 
 
 

PERATURAN MENTERI  

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN 

USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 

12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan 

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192); 

  7.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1256); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG 

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN 

BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK 

DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
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1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri 

oleh BUM Desa. 

3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM 

Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang 

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa. 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah musyawarah antara badan permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa 

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama 

antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-

masing badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas 

kesepakatan masing-masing kepala Desa dalam rangka 

kerja sama antar Desa. 
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8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama badan permusyawaratan Desa. 

9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang 

ditetapkan oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih 

yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah 

Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. 

10. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata 

laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau 

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM 

Desa. 

11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi 

BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah 

Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana 

operasional, dan pengawas. 

12. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data 

kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang 

disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan 

secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas 

perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan 

sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi 

yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan 

strategis pembangunan Desa. 

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan 

daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 
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BAB II 

PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM 

DESA BERSAMA 

 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama 

 

Pasal 2 

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa. 

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau 

b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala 

Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama. 

(3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 

pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa 

mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama. 

 

Pasal 3  

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara 

elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran 

nama BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan; 

b. jenis BUM Desa: 

1. BUM Desa; atau 

2. BUM Desa bersama. 

c. nama administratif Desa pendiri; dan 

d. alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM 

Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara 

elektronik yang menyatakan: 
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